
Pertemuan 3

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN



Pasal 1 Angka 7 UU KUP,  mendefinisikan Masa Pajak sbb :
Masa Pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi 
wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 
pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam UU KUP. 
Lebih lanjut, dalam Pasal 2A UU KUP dijelaskan bahwa masa 
pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender atau jangka 
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 
paling lama 3 bulan kalender.
Contoh : Masa pajak Januari, Masa Februari, Masa Pajak 
Maret dst

Tahun Pajak (1)



Pasal 1 Angka 8 UU KUP,  mendefinisikan Tahun Pajak sbb :
Tahun Pajak adalah Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak 
sama dengan tahun kalender. 
Jangka waktu 1 Tahun Kalender adlh jangka waktu dari tgl 1 Jan 
s.d tgl 31 Des. Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak 
selain tahun kalender dengan terlebih dahulu mengajukan izin ke 
Kantor Pelayanan Pajak
Contoh : 
Tahun Pajak Sama Dengan Tahun Kalender : Pembukuan dimulai 
1 Jan 2015 dan berakhir 31 Des 2015, disebut tahun pajak 2015. 
Tahun Pajak Tidak Sama Dengan Tahun Kalender : Pembukuan 
dimulai 1 Juli 2014 dan berakhir 30 Juni 2015
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Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 
(satu) Tahun Pajak.
Bagian dari jangka waktu 1(satu) Tahun Pajak bisa 1 (satu) 
bulan Kalender atau beberapa bulan Kalender
Contoh : Pada awal Januari 2017, PT. X melakukan 
perubahan tahun buku dari Januari – Desember berubah 
menjadi April – Maret dan disetujui oleh Direktorat Jenderal 
Pajak, mulai tahun pajak April 2017 – Maret 2018. Dalam hal 
ini ada bagian dari tahun 2017 yaitu Januari 2017 – Maret 
2017 yang disebut bagian tahun pajak 2017
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Menurut UU KUP Pasal 1 angka 6 :
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya

Kewajiban mempunyai NPWP bagi wajib pajak dibedakan 
menjadi :

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas 
PTKP

2. Badan Usaha dalam segala bentuk termasuk BUT
3. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah

Nomor Pokok Wajib Pajak (1)



Saat Pengajuan NPWP
Pelaksanaan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri mendapatkan  
NPWP dapat dibedakan sebagai berikut :
1.WP Badan, harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat 
yang terjadi lebih dahulu antara pendirian dan usaha nyata-nyata 
mulai dilakukan. Misal : PT Abadi didirikan pada tgl 1 Jan 2008, dan 
baru mulai nyata-nyata terdapat kegiatan usaha pada tgl 1 Maret 
2008. Kewajiaban mempunyai NPWP paling lama harus dilaksanakan 
pada tgl 1 februari 2008.
2.WP orang pribadi, harus mendaftarkan diri sebagai WP untuk 
diberikan NPWP dapat dibedakan :
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a. WP OP menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir 
bulan berikutnya

Pekerjaan bebas : adlh pekerjaan yg dilakukan oleh OP yg 
mempunyai keahlian khusus sbg usaha utk memperoleh pengh 
yg tdk terikat oleh hubungan kerja.

b. WP OP tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Apabila 
penghasilan sebulan setelah disetahunkan telah melebihi PTKP 
setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 
paling lambat akhir bulan berikutnya.

c. WP OP yg memerlukan NPWP, untuk mendapatkan sesuatu 
seperti persyaratan pinjaman bank dan pendirian usaha
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TATA CARA MENDAPATKAN NPWP
Semua WP yang telah memenuhi persyaratan subyektif 

dan obyektif berdasarkan sistem self assessment wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak 
untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan 
NPWP

Persyaratan Subyektif : persyaratan yang sesuai dengan 
ketentuan mengenai subyek pajak dalam UU PPh

Persyaratan Obyektif : persyaratan bagi subyek pajak 
yang menerima atau memperoleh penghasilan atau 
diwajibkan untuk melakukan penotongan / 
pemungutan sesuai dengan ketentuan UU PPh
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1. Pendaftaran NPWP secara langsung. Dimana WP 
dengan secara langsung datang ke KPP ( Kantor 
Pelayanan Pajak), atau KP2KP ( Kantor Pelayanan, 
Penyuluhan dan Konsultasi Pajak )
a. Mengajukan permohonan NPWP
b. Penelitian kelengkapan dokumen
c. Pemberian NPWP

2. Pendaftaran NPWP secara elektronik atau e-Registration 
atau e-Reg dilakukan WP melalui media  internet
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DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN NPWP
WP yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP harus 

mengisi dan menandatangani formulir registrasi WP dan 
melengkapi dengan persyaratan antara lain :

1. WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 
bebas :

a. Fotocopy KTP bagi WNI
b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari 

instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau 
kepala desa bagi orang asing.
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2. WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
a. Fotocopy KTP bagi WNI
b. Paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari 

instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau 
kepala desa bagi orang asing.

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya 
dari Lurah atau kepala desa.
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3. Joint Operation sebagai WP Pemungut / Pemotong
a. Fotocopy Perjanjian kerjasama sbg Joint Operation
b. Fotocopy Kartu NPWP masing-masing anggota Joint 

Operation.
c. Fotocopy KTP bagi penduduk Indonesia atau Paspor 

ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi 
orang asing, dari salah seorang pengurus Joint Operation.

4. Pemohon status cabang,OP pengusaha ttt / wanita kawin tdk 
pisah harta hrs melampirkan fotocopy  SKT pd berikut : KP 
bagi Cabang, Domisili bagi pengusaha tertentu dan Suami 
bagi wanita kawin tidak pisah harta.
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PENGHAPUSAN NPWP
Bagi WP perseorangan ataupun Badan dengan berbagai 

alasan dapat mengajukan permohonan untuk penghapusan 
NPWP.

1. Bagi WP Orang Pribadi
a. Meninggal dunia
b. Pindah alamat di luar wilayah KPP dimana WP terdaftar

2. Bagi WP Badan
a. WP Bubar
b. WP dilikuidasi
c. WP melakukan penggabungan 
d. WP badan tunggal pindah alamat dari KPP dimana WP 

terdaftar
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PENGHAPUSAN NPWP
3. Bagi WP BUT

WP menghentikan kegiatannya di Indonesia.
4. Bagi WP Bendaharawan
a. Proyek yang dikelola bendaharawan sudah selesai
b. Kantor yang dikelola bendaharawan sudah tutup.

BATAS WAKTU PENYELESAIAN PENGHAPUSAN NPWP
Batas waktu penyelesaian pencabutan NPWP dapat dibedakan 

berikut ini :
1. WP OP paling lama 6 bulan sejak permohonan diterima 

secara lengkap
2. WP Badan termasuk BUT dan bendaharawan paling lama 12 

bulan sejak tGl permohonan diterima secara lengkap.
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Menurut UU KUP Pasal 2 ayat 2 :
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) adalah 

nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai 
pengusaha yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 
berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 5 :
Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yg melakukan 

penyerahan barang kena pajak (BKP) & atau penyerahan jasa 
kena pajak yg dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 & 
perubahannya

NPPKP (1)



Berdasarkan PMK No. 6197/PMK.03/2013
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama 1 (satu) 
tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto 
dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 
4.800.000.000,00. 
Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP, namun 
demikian bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk 
dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat memperoleh hak 
sebagai PKP.

NPPKP (2)



Fungsi NPPKP adalah :
1. Untuk mengetahui Identitas PKP yang sebenarnya
2. Untuk melaksaakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan 

PPn BM
3. Untuk Pengawasan Administrasi Perpajakan

Pencabutan NPPPKP adalah :
1. Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja 

Kantor Pelayanan Pajak lain
2. PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP termasuk PKP 

yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk 
suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran 
dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil

NPPKP (3)



Pasal 1 Angka 11 UU KUP,  mendefinisikan  Surat 
Pemberitahuan (SPT) sbb :
SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, 
obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ( Pasal 1 angka 11 UU KUP )

SURAT PEMBERITAHUAN (1)



Fungsi SPT
1.Fungsi Pelaporan
a.Fungsi Pelaporan SPT bagi WP, adalah berkaitan dengan 
kegiatan seperti berikut ini :
–Penghitungan jmlh PPh yg sebenarnya terhutang
–Pembayaran / pelunasan pajak yg tlh dilaksanakan sendiri 
dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain 
dalam bagian/tahun pajak.
–Penghitungan penghasilan yang merupakan obyek pajak 
dan atau bukan obyek pajak
–Harta dan kewajiban
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b. Fungsi Pelaporan SPT bagi PKP, bagi PKP fungsi 
SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan 
kegiatan berikut :

– Penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang 
sebenarnya terhutang

– Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
– Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak 
lain dalam satu masa pajak
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2. Fungsi Pertanggungjawaban
Fungsi Pertanggungjawaban pada SPT dapat dibedakan 
menurut yang mempertanggung jawabkannya :

a. Fungsi Pertanggungjawaban SPT bagi WP, atas 
pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan 
PPh yang dilakukannya terhadap PPh OP atau badan 
Lain dalam satu masa pajak.

b. Fungsi Pertanggungjawaban SPT bagi PKP, sebagai 
pemotong atau pemungut pajak fungsi SPT adalah 
sarana untuk mempertanggungjawabkan pajak yang telah 
dipotong atau dipungut dan disetorkannya
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Tata Cara Pelaporan SPT
1. Pelaporan SPT Secara Manual
Pelaporan SPT secara manual dapat dilakukan WP dengan 

mengirimkan SPT dalam bentuk fisik langsung ke KPP 
atau KP2KP atau melalui media pengiriman seperti kantor 
pos.

Tatacara pelaporan SPT secara manual dilakukan WP atau 
PKP dengan tahapan :

1. Pengambilan formulir SPT
2. Pengisian SPT (benar, jelas dan lengkap)
3. Penandatanganan SPT
4. Penyampaian SPT (langsung ke KPP / jasa pengiriman )
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2. Pelaporan SPT menggunakan e-filling
E-Filling adalah suatu cara penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan 
secara online dan real time melalui internet pada website 
Direktorat Jenderal (http://pajak.go.id atau 
https://djponline.pajak.go.id/account/login) atau penyedia 
layanan SPT elektronik atau Application Service Provider 
(ASP) yaitu :

- www.spt.co.id
- www.pajakku.com
- www.eform.bri.co.id
- www.online-pajak.com
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Berdasarkan peraturan terbaru, Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat jenis 
SPT yang diwajibkan e-filing, yaitu :

-SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26
-SPT Masa PPN / PPnBM 1111
-SPT Tahunan Badan bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak) 

yang menerbitkan e-Faktur
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3. Pelaporan SPT menggunakan e-Form
e-Form merupakan formulir SPT elektronik file dengan 

ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara 
offline menggunakan Aplikasi Form Viewer yang 
disediakan Ditjen Pajak

 Setelah SPT Tahunan dibuat secara offline, wajib pajak bisa 
langsung meng-upload SPT-nya secara online via DJP 
online

Untuk saat ini e-Form hanya dapat digunakan oleh Wajib 
Pajak yang menggunakan formulir berikut : SPT Tahunan 
OP 1770, SPT Tahunan OP 1770S dan SPT Tahunan 
Badan 1771

  

SURAT PEMBERITAHUAN (8)



Pengelompokkan SPT
1. Menurut Jenis SPT : SPT masa & SPT Tahunan
2. Menurut Wajib Pajaknya (SPT PPh OP, SPT PPh Badan 

& BUT serta SPT WP Bendaharawan)
3. Menurut Jenis Pajaknya : SPT PPh Tahunan OP, SPT 

PPh Tahunan OP Karyawan, SPT PPh Tahunan Badan, 
SPT PPh 21 Tahunan, SPT PPh Masa & SPT PPN Masa  

SURAT PEMBERITAHUAN (9)



UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 14 
mendefinisikan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai berikut :
SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri keuangan

Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila 
telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran 
yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari 
pihak lain yang berwenang.

SURAT SETORAN PAJAK (1)



Jenis-Jenis SSP
1.SSP Standar, adalah surat yang oleh WP digunakan atau 
berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran 
pajak yang terhutang ke kantor Penerima Pembayaran dan 
digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran 
dan isi sesuai dengan yang telah ditentukan.
2.SSP Khusus, adalah bukti pembayaran atau penyetoran 
pajak terutang ke Kantor Penerima Pembayaran yang 
dicetak oleh Kantor Penerima Pembayaran dengan 
menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang 
isinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan 
Direktur Jenderal Pajak, dan mempunyai fungsi yang sama 
dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan.

SURAT SETORAN PAJAK (2)



3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak 
dalam rangka Impor) adalah SSP yang digunakan 
importir atau wajib bayar dalam rangka impor. SSPCP 
digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan 
negara dalam rangka impor. SSPCP dibuat dalam 
rangkap 8 yang peruntukannya adalah sbb :

4. SSCP ( Surat Setoran Cukai atas Barang kena Cukai 
dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri) adalah 
SSP yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas 
barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan 
dalam negeri. SSCP digunakan untuk melakukan 
penyetoran penerimaan negara dari cukai atas barang 
kena cukai & PPN hasil tembakau buatan dalam negeri.

SURAT SETORAN PAJAK (3)



UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Huruf 15 mendefinisikan Surat 
Ketetapan Pajak (SKP) sebagai berikut:
SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak dapat diterbitkan karena berdasarkan 
pemeriksaan  atau penelitian atas data WP, bahwa pajak yang dihitung 
atau dilaporkan dalam SPT tidak benar, sehingga masih terdapat :
1.Pajak yang tidak atau kurang dibayar
2.Pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.

 

SURAT KETETAPAN PAJAK (1)



Macam-Macam Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
1.Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Pasal 1 huruf 20 UU 
KUP)
STP dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui pemeriksaan ataupun penelitian.
STP dapat diterbitkan pada jenis pajak berikut ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 
dan PPN dan PPnBM
2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  adalah surat ketetapan 
pajak yang menetukan besarnya pajak jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi Administrasi, dan 
jumlah yang masih harus dibayar (Pasal 1 huruf 16 UU KUP)
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3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah Surat Ketetapan Pajak 
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak (Pasal 1 
huruf 18 UU KUP).

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan 
pajak yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terhutang ( Pasal 1 huruf 19 UU KUP )

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah 
surat ketetapan pajak yg menentukan tambahan atas jmlh pajak yg tlh 
ditetapkan (Psl 1 huruf 17 UU KUP)
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UU KUP No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Huruf 20 mendefinisikan Surat 
Tagihan Pajak (STP) sebagai berikut:
STP adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut : 

1.Apabila PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

2.Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat  kekurangan 
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 
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3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa 
denda dan/ atau bunga; 

4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU 
PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya 
utk dikukuhkan sbg Pengusaha Kena Pajak

5. Apabila pengusaha yg tdk dikukuhkan sbg Pengusaha Kena 
Pajak, tetapi membuat Faktur Pajak; 

6. Pengusaha yg tlh dikukuhkan sbg Pengusaha Kena Pajak tdk 
membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tdk tepat waktu 
atau tdk mengisi selengkapya Faktur Pajak. Penerbitan Surat 
Tagihan Pajak akan ditambah dgn sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% sebln utk paling lama 24 bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau 
tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SuratTagihan Pajak

SURAT TAGIHAN PAJAK (2)



SANKSI DENDA
Disebabkan antara lain :
1.Terlambat lapor SPT masa maupun tahunan
a.Sebesar Rp 500.000 untuk SPT masa PPN
b.Sebesar Rp 100.000 untuk SPT masa lainnya
c.Sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT tahunan WP Badan
d.Sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan OP

2.Mengungkapkan ketidakbenaran setelah diperiksa 
sebelum disidik
WP dpt  mengungkapkan ketidakbenaran walaupun tlh dilakukan 
pemeriksaan tetapi blm dilakukan penyidikan dgn membayar 
kekurangan pajaknya ditambah sanksi denda 150% dari pajak yg 
kurang dibayar

SANKSI PAJAK (1)



3. Sanksi Keberatan ditolak
Permohonan keberatan yang diajukan oleh WP apabila 

ditolak atau dikabulkan sebagian, maka besarnya jumlah 
pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi 
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan 
keberatan dikenai denda 50% yang ditagih dengan STP

4. Sanksi Pencabutan Penyidikan
Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah WP 

melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang 
tidak seharusnya dikembalikan ditambah denda sebesar 
4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau 
yang tidak seharusnya dikembalikan.
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SANKSI BUNGA
Disebabkan antara lain :
1.Pembetulan SPT Tahunan sblm pemeriksaan (Psl 8 ayat 
2)
Pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan hutang pajak 
menjadi lebih besar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% 
perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar dihitung sejak 
saat penyampaian SPT berakhir s/d tgl pembayaran
2.Pembetulan SPT Masa sblm pemeriksaan (Psl 8 ayat 2a)
Pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan hutang pajak 
menjadi lebih besar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% 
perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak 
jatuh tempo s/d tgl  pembayaran
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3. Keterlambatan Pembayaran Pajak pada SPT Masa.
WP yang terlambat atau tidak membayar kewajiban masa 

pajak akan dikenakan sanksi bunga 2% perbulan yang 
dihitung dari jatuh tempo pembayaran s/d tgl pembayaran

4. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak pada SPT 
Tahunan

Pembayaran pajak yang kurang dibayar pada SPT tahunan 
harus dilunasi sebelum batas waktu pelaporan SPT 
dilakukan, apabila melebihi batas tersebut akan 
dikenakan bunga 2% perbulan yang dihitung mulai dari 
berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d 
tgl pembayaran.
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5. Sanksi pada SKP Pajak Hasil Pemeriksaan.
Kekurangan pajak yang terhutang dalam SKP hasil 

pemeriksaan atau keterangan lain ditambah sanksi bunga 
2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung 
mulai saat terhutangnya atau berakhirnya masa pajak s/d 
diterbitkan SKP

6. Sanksi Kurang Bayar Setelah 5 Thn WP Keluar Penjara.
WP yang keluar dari penjara akibat tindak pidana perpajakan 

atau pidana lainnya walaupun telah lebih 5 tahun sejak 
saat pajak terhutangf atau berakhirnya masa/bagian/tahun 
pajak dapat diterbitkan SKPKB dengan ditambah sanksi 
bunga 48%.
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7. Sanksi pada STP Hasil Penelitian dan Pemeriksaan 
Tahun Berjalan.

STP dapat diterbitkan berdasarkan hasil penelitian diketahui 
PPh tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, kekurangan 
pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Atas 
hasil penelitian tersebut diterbitkan STP atas sanksi bunga 
2% setiap bulannya paling banyak 24 bulan.

8. Sanksi Pajak Ditagih Kembali 
PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian 

pajak masukan dikenai sanksi bunga sebesar 2% perbulan 
dari pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tgl penerbitan 
SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak s/d tgl 
penerbitan STP.
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9. Sanksi SKPKBT yg Diterbitkan Melebihi Batas Waktu
SKPKBT tetap dapat diterbitkan walaupun sudah lewat 5 tahun 

ditambah bunga 48% dari pajak yang tidak/kurang dibayar, 
apabila dalam hal WP setelah jangka waktu 5 tahun tersebut 
dipidana karena melakukan tindak pidana bidang perpajakan 
berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap

10.Sanksi Bunga Penagihan
Pajak yang terhutang pada SKPKB, SKPKBT dan tambahan pajak 

yang harus dibayar berdasarkan SK pembetulan, SK keberatan, 
atau Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar pada saat 
jatuh tempo dikenakan sanksi bunga 2% perbulan untuk seluruh 
masa dihitung dari tgl jatuh tempo s/d tgl pembayaran.
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SANKSI KENAIKAN
Disebabkan antara lain :
1.Sanksi Mengungkapkan Ketidakbenaran SPT setelah 
pemeriksaan sebelum ada SKP
Walaupun sedang dilakukan pemeriksaan sepanjang belum 
diterbitkan ketetapan pajak, WP dapat mengungkapkan ketidak 
benaran SPT disertai dengan pembayaran pajak yang kurang 
dibayar,  beserta sanksi 50% dari pajak yang kurag dibayar.

2.Sanksi pada SKPKB Hasil Pemeriksaan SPT Tidak benar.
Pengenaan sanksi kenaikan ini dapat dibedakan :
–Sanksi SPT Tidak Dilaporkan walaupun sudah ditegur
–Sanksi Pembukuan Tidak Dilakukan dengan benar
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– Sanksi PPh Kurang Dipungut atau Kurang Dipotong
– PPn tidak harus dikompesasikan, direstitusi, tarif 0%

3. SPT Tidak benar karena alpha, dibedakan menjadi 2 :
– Kealphaan dilakukan pertama kali, akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah 
pajak yang kurang dibayar.

– Kealphaan dilakukan lebih sekali

4. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan 
pada WP punya peryaratan tertentu.

Hasil pemeriksaan terhadap WP yang telah diberikan SK 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan  Pajak dapat 
berupa SKPKB. Atas SKPKB tersebut akan dikenakan 
kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak
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5. Sanksi pada SKPKBT Data baru
Dalam hal masih ditemukan data baru  atau data yang 

semula belum terungkap atas perhitungan pajak yang 
terhutang dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi 
berupa kenaikan 100% dari jumlah kurang bayar

6. Sanksi telah diterbitkan pembayaran pendahuluan 
pada WP kriteria tertentu

Hasil pemeriksaan terhadap WP yang telah diberikan SK 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dapat 
berupa SKPKB. Atas SKPKB tersebut akan dikenakan 
kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak
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1. Apa Beda Thn Pajak dan Bagian Tahun Pajak
2. Apa fungsi NPWP
3. Apa Fungsi SPT
4. Apa Fungsi SSP
5. Apa Fungsi STP

Soal Essay
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